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Abstrak

Perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi yang demikian cepat
membawa dampak timbulnya persaingan usaha yang begitu ketat dan terjadi
disemua lini. Lingkungan yang sangat kompetitif menuntut dunia usaha untuk
menyesuaikan dengan tuntutan pasar yang memerlukan respon yang cepat dan
fleksibel dalam meningkatkan pelayanan terhadap pelanggaran. Untuk itu
diperlukan suatu perubahan struktural dalam pengelolaan usaha dengan
memperkecil rentang kendali mahagemen, dengan memangkas sedemikian rupa
sehingga dapat menjadi lebih efektif, efisien dan produktif. Perubahan yang
dimaksud adalah melalui Business Process Reengineering (BPR). BPR adalah
perubahan yang dilakukan secara mendasar oleh suatu perusahaan dalam
proses pengelolaannya, bukan hanya sekedar melakukan perbaikan. BPR
adalah pendekatan baru dalam managemen yang bertujuan meningkatkan
kinerja, yang sangat berlainan dengan pendekatan lama yaitu Continuous
Improvement Process. Salah satu efek samping BPR adalah Outsourcing.
Outsourcing adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada
perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan
jasa pekerja/buruh. Dalam hubungan kerja outsourcing perlu diupayakan adanya
perlindungan hukum bagi pekerja. Dengan demikian hubungan outsourcing tidak
perlu dengan larangan mengadakannya, tetapi sebaliknya dengan mengadakan
system perijinan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan hubungan kerja
outsourcing tersebut dengan syarat-syarat yang disesuaikan dan kondisi
ketenagakerjaan serta keadaan lapangan/kesempatan kerja di Indonesia.
Ketentuan hubungan kerja outsourcing di Indonesia diatur dalam Undang-
Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan beberapa peraturan
pelaksanaannya.

Kata Kunci : Hubungan kerja, Outsourcing.



